BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-kliping

Kumpulan Berita Haviawn Media Ownline
(8?&1}381/)

SUBJEK
EKONOMI

Kamis, 13 November 2024

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN

Perpustakaan
2024



Daftar Isi

. PROGRAM JKN BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA EKONOMI — Media

Online Kompas

. PENDAPATAN HOTEL BAKAL TERGERUS PEMANGKASAN PERDIN —

Media Online Bisnis Indonesia

3. RPIMN PRABOWO HARUS REALISTIS — Media Online Bisnis Indonesia
. IKUT MAKAN GIZ| GRATIS, BUMDES DAPAT TINGKATKAN EKONOMI

DESA — Media Online Investor Daily News



RABU

KOMPAS

AMANAT ITATI NURANI RAKYAT

13 NOVEMBER 2024

Program JKN Berdampak
Signifikan pada Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Penyeleng-
garaan program Jaminan Ke-
sehatan Nasional atau JKN
dalam 11 tahun terakhir me-
miliki dampak terhadap pe-
ningkatan pertumbuhan eko-
nomi regional. Secara empiris,
keberlangsungan program
yang diselenggarakan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
atau BPKS Kesehatan berka-
itan juga dengan produktivitas
dan daya konsumsi masyara-
kat.

Hal tersebut merupakan
kesimpulan dari hasil studi
yang dilakukan Lembaga Pe-
nyelidikan Ekonomi dan Ma-
syarakat (LPEM) Universitas
Indonesia berjudul “Dampak
Program Jaminan Kesehatan
Nasional terhadap Ekonomi
dan Kemiskinan” yang dirilis
November 2024.

Peneliti LPEM Universitas
Indonesia, Jahen F Rezki,
menyebut, secara ekonomi
makro, JKN memberikan
dampak terhadap produk do-
mestik bruto, baik regional
maupun nasional, karena
memberikan ruang bagi ma-
syarakat untuk melakukan
konsumsi sekaligus membuka
sejumlah kesempatan kerja di
sektor-sektor yang terkait de-
ngan jalannya program.

Hasil estimasi dari studi
yang dilakukan pada 2016,
2020, dan 2023 menunjukkan
bahwa terdapat asosiasi positif
antara peningkatan utilisasi

kesehatan dan peningkatan
angka harapan hidup. Adapun
angka harapan hidup berdam-
pak langsung terhadap pro-
duktivitas dan produk domes-
tik regional bruto (PDRB) per
kapita.

”Kami menemukan bukti
yang menunjukkan dengan
adanya kenaikan jumlah ke-
pesertaan BPJS Kesehatan,
akan meningkatkan kegiatan
ekonomi,” ujarnya saat dikon-
firmasi, Selasa (12/11/2024).

Disampaikan oleh Jahen
dalam seminar bertajuk “Ca-
paian Cakupan Kesehatan Se-
mesta” yang berlangsung di
Gedung Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional,
Jakarta, Senin (11/11), oleh ka-
rena adanya program JKN, se-
makin mudah bagi masyara-
kat luas mendapatkan akses
terhadap fasilitas kesehatan.

Oleh karena masyarakat se-
makin terekspos dengan fa-
silitas kesehatan yang berku-
alitas, kualitas kesehatan juga
semakin baik. "Masyarakat ja-
di lebih teredukasi dengan ke-
sehatan. Mereka bisa berkon-
sultasi dengan tenaga medis
sehingga mereka menjadi
sumber daya manusia yang
lebih baik,” ujarnya.

Jahen menambahkan, ke-
tika kualitas kesehatan ma-
syarakat membaik, produkti-
vitas masyarakat semakin me-
ningkat. Kesimpulan ini ber-
landaskan hasil estimasi studi
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yang menunjukkan bahwa ke-
naikan jumlah kepesertaan
BPJS Kesehatan sebesar 10
persen di sebuah wilayah ter-
asosiasi dengan peningkatan
pertumbuhan ekonomi regio-
nal dan produktivitas tenaga
kerja sebesar 0,1 persen.

Lewat keterangan tertulis,
Selasa, Deputi Direksi Bidang
Komunikasi Organisasi BPJS
Kesehatan Irfan Humaidi
mengatakan, sampai saat ini
tingkat keaktifan peserta BPJS
Kesehatan 79,37 persen atau
219 juta peserta. Sementara
jumlah peserta yang tidak ak-
tif 57 juta peserta.

Dari jumlah yang tidak aktif
membayar iuran, 42 juta pe-
serta yang berstatus nonaktif
tanpa tunggakan iuran karena
mutasi berasal dari segmen
peserta. Adapun sebanyak 15
juta peserta tidak aktif dan
menunggak iuran.

Dalam meningkatkan keak-
tifan peserta, lanjut Irfan, BP-
JS Kesehatan menghadirkan
program Rencana Pembayar-
an Bertahap BPJS Kesehatan
(Rehab) melalui aplikasi Mo-
bile JKN atau care center 165.

”Program Rehab BPJS Ke-
sehatan yang memberikan ke-
ringanan dan kemudahan bagi
peserta segmen pekerja bukan
penerima upah/mandiri yang
memiliki tunggakan iuran un-
tuk dapat melakukan pem-
bayaran iuran secara berta-
hap,” ujarnya. (DIM)
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PENDAPATAN HOTEL BAKAL TERGERUS
PEMANGKASAN PERDIN

Bisnis, JAKARTA — Industri perhotelan nasional diproyeksikan kehilangan pendapatan hingga Rp8,3 triliun menyusul kebijakan
penghematan anggaran perjalanan dinas minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada tahun ini.

etua Umum Perhim-

4, dan 5 adalah sekitar Rp16,5

Artha Adventy & Ni Luh Anggela
redaksi@bisnis.com

gara itu meminta kementerian dan

punan Hotel dan triliun per tahun. lembaga melihat kembali kegiatan
Restoran Indonesia Dengan pemotongan anggaran  yang memerlukan belanja perjalan-
(PHRI) HariyadiSu-  perjalanan dinas hingga 50%, an dinas pada Daftar Isian Pelak-
kamdani total d yang sanaan Anggaran (DIPA) TA 2024
paikan, p 1 bisa diperoleh hotel dari kegi: yang dapat dihemat dengan lelap
sananggaran kementerian/lembaga  pemerintah berkurang jadi j efektivitas
(K/L) terhadap perjalanan dinas  sekitar Rp8,3 triliun. target sasaran program masing-
berdampak serius terhadap hotel. “Kalau dipotong 50%, berarti masing kementerian dan lembaga.

Selama ini, menurutnya, pangsa
pasar pemerintah cukup besar
untuk industri perhotelan.

“Dampaknya serius terhadap
industri perhotelan, karena pangsa
pasarnya pemerintah itu cukup
besar,” katanya kepada Bisnis,
Selasa (12/11).

Dia menuturkan, pangsa pasar
pemerintah untuk hotel bintang
3 dan 4 sekitar 40%, sedangk

tinggal sekitar Rp8,3 triliun. Itu
tentu akan berdampak besar.”

Selain mengancam pendapat-
an industri perhotelan, Hariyadi
menyatakan pemangkasan ang-
garan perjalanan dinas juga turut
berdampak terhadap penurunan
mata rantai yang ada di industri
ini, seperti usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) hingga vendor
[ ional. “Itu kena

“Terhadap belanja perjalanan
dinas tersebut sebagaimana di-
maksud pada angka 1 dilakukan
penghematan minimal 50% dari
sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas
pada DIPA TA 2024 terhitung se-
jak surat ini ditetapkan,” tulis Sri
Mulyani dalam suratnya tertanggal
7 November 2024.

Adapun, surat yang dikeluarkan
oleh Sri Mulyani merupakan tin-

hotel bintang 5 memiliki pangsa
pasar sekitar 10%.
Mengutip data Badan Pusat

Direktur Utama PT Garuda Indo-
nesia Tbk. (GIAA) Irfan Setiaputra
beberkan dampak kebijak

statistik (BPS) pada 2023, dia g
menyebutkan total jumlah kamar  anggaran perjalanan dinas (perdin)
untuk hote] bintang 3 dan pejabat K/L.
4 di Indongsia mencapai Menurutnya, kebijakan
257.208 unit kamar. I_Sehuﬁ'lﬂ—l tersebut belum memberi-
Bila di ikan 40% (TPK) Hotel kan dampak bagl kinerja
dari kamar“\dengan i GIL peme-
rata-rata harga Provinsi pada sanan nket dari kOl‘pOl‘aSl
Rp600.000 dan tingkat~ | Setember2024 |  termasuk salah satu yang
okupansi 52%, imbuh- []; & banyak dilakukan.
nya, potensi pendapatan “Belum berdampak [ke-
tahunan untuk hotel bin- bijakan ke kinerja GIAA],”
tang 3 dan 4 diperkirakan kata Irfan.

mencapai Rp14,1 triliun.

Untuk hotel bintang 5,
lanjutnya, jumlah total
kamar mencapai 50.813 unit ka-
mar di seluruh Indonesia. Dengan
pangsa pasar pemerintah sebesar
10%, potensi pendapatan dari hotel
bintang 5 diperkirakan mencapai
Rp2,4 triliun dengan tingkat oku-
pansi 52%, dan harga per malam
Rp2,5 juta.

Jika dijumlahkan, dia menya-
takan, potensi pendapatan yang
dapat dihasilkan dari kegiatan
pemerintah di hotel bintang 3,

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
(juta perjalanan)

Saat ini, dia menyatakan,

ada saja yang melakukan

bisnis. Menurut-
nya lebih memungkinkan untuk
mengurangi rapat yang tidak perlu
dibandingkan dengan mengurangi
perjalanan bisnis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati dalam surat
Nomor $-1023/MK.02/2024 meng-
instruksikan semua kementerian
dan lembaga untuk melakukan
efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dalam suratnya, Bendahara Ne-

dak lanjut dari arahan Presiden
Prabowo Subianto dalam Sidang
Kabinet pada 23 Oktober 2024
dan 6 November 2024. Dalam
arahannya, Kepala Negara meminta
agar kementerian dan lembaga
melakukan efisiensi belanja per-
jalanan dinas TA 2024.
Setidaknya, terdapat tujuh poin

perjalanan dinas bagi penyuluh
pertanian, juru penerang, dan
penyuluh agama, serta biaya
perjalanan dinas pada kedutaan
besary/atase.

Sri Mulyani turut meminta para
K/L untuk melakukan revisi terkait
dengan belanja perjalanan dinas
dalam DIPA 2024.

TIDAK SULIT

Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (PPN) /Kepala
Badan Pembangunan Nasional
(Bappenas) mendukung langkah
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati meminta seluruh ke-
menterian dan lembaga untuk
menghemat perjalanan dinas mi-
nimal 50% pada sisa tahun ini.

Sekretaris Utama Kementerian
PPN/Bappenas Teni Widuriyanti
meyakini pemotongan anggaran
perjalanan dinas hingga setengah
bukanlah suatu yang sulit.

“Kan cuma 50%, yang enggak
penting-penting disisir lagi saja,
kalau enggak terlalu mendesak
kembalikan,” jelas Teni.

Dampaknya serius
terhadap industri
perhotelan karena
pangsa pasarnya
pemerintah itu cukup
besar.

dinas bukan hanya terjadi baru-
baru ini. Dia menyatakan sudah
beberapa kali penghematan perdin
diminta oleh Bendahara Negara
sebelumnya.

Menurutnya, pemangkasan
belanja perjalanan dinas yang
dilakukan pada kuartal terakhir
2024 tidak akan berimbas pada
kinerja belanja pemerintah, kare-
na bukan belanja barang modal
yang dihemat.

yang harus diperhatikan kemente- Sekretaris Kementerian Koordi- Umuk belanja pemerintah,
rian dan lembaga terkait dengan  nator bidang Po 1 jan Su- |k barang modal yang
efisiensi belanja perjalanan dinas. iwij A kan dilakukan pada akhir
Langkah tersebut diharapkandapat ~ edaran terbnalasamhan tahun, dia menilai akan berdam-
menghemat minimal 50% darisisa  Presiden Prabowo dalam rangka pak besar terhadap pertumbuhan
pagu Belanja Perjalanan Dinas. menyediakan dukungan anggaran ~ ekonomi 2024.

Dalam surat tersebut yang di- pada pemerintahan baru. “Perkembangan APBN ini akan

tujukan kepada para menteri di
Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung,
Kepala Kepolisian RI, para Kepala
Lembaga Pemerintah non-Kemen-
terian, dan Pimpinan Kesekretari-
atan Lembaga Negara, tercantum
tujuh poin seputar penghematan
tersebut.

Namun, Sri Mulyani mengecuali-
kan penghematan perjalanan dinas
bagi unit yang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi utamanya me-
merlukan perjalanan dinas.

Selain itu, belanja perjalanan
dinas tetap seperti untuk biaya

B |ndustri perhotelan bakal dlruqlkan dengan kebijakan Menteri

dinas hingga 50%.

Sri Mulyani

] Pemullhan Industrl penerbanqan dl dalam negeri

L] perjalanan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 2024 4672

‘Sumber: Kementerian Pariwisata, 69S, diolah

anqqaran perjalanan dinas hingga 50%.

49,17
30,35
4243
44,86

Perkembangan Tingkat Penghunian
Kamar Hotel Klasifikasi Bintang
di Indonesia (%)

Tahun  Jan  Feb  Mar  Apr  Mei Jun

“Transisi pemerintahan tidak
mudah, karena ada transisi ke-
lembagaan baru. Kemudian, ada
juga nanti bagaimana APBN yang
didesain tahun ini untuk tahun
depan juga harus bisa support
program prioritas Presiden.”

Susi menjelaskan, arahan
untuk efisiensi perjalanan

139

2017 2018 2019

4922
240
38,54
4783
39,32

32,24
36,07
4515
46,26
34,09

12,67
34,63
3423

437

4114

14,45
3197
49,85
49,03
54,03

19,70
38,55
50,28
53,67
54,60

HIm: 5 - Kolom: Industri

2020 2021

Ty
111‘

N

menjadi satu kunci untuk pertum-
buhan ekonomi di tahun depan
dan tadi mendorong keberhasilan
program-program prioritas yang
sudah dicanangkan Presiden.”
(Annasa Rizki Kamalina) £

Jumlah Penumpang Angkutan Udara
Domestik dan Internasional (orang)

*) Target setara 2019

9

28,07

3212 3748 4014
36,64 4562 4183
5002 52,31 5441
5302 5302 567
54,68 - -

BISMIS/RADITYO EKO

838

1

2022 2023 2024*

4079
51,57
56,90
56,72
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RPJMN Prabowo Harus Realistis

Bisnis, JAKARTA — Pe-
merintahan Presiden Prabo-
wo Subianto harus realistis
dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Me-
nengah Nasional (RPJMN)
2025—2029, berkaca pada pe-
laksanaan RPJMN 2020—2024
yang tak mencapai target.

Wakil Ketua Komisi XI DPR
Dolfie O.F.P. mengatakan hasil
realisasi RPJMN 2020—2024
hendaknya menjadi acuan
dalam penetapan RPJMN
2025—2029.

“Kita perlu tahu bahwa
lima tahun kemarin itu apa
saja yang kita enggak terca-
pai. Jangan diulang dalam
penyusunan RPJMN ke de-
pan,” ujar Dolfie dalam rapat
kerja Komisi XI DPR dengan
Badan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Selasa (12/11).

Kementerian PPN/Bappenas
memproyeksi tidak ada target
indikator perekonomian yang

tercapai dalam periode kedua
pemerintahan Presiden Joko
Widodo, seperti yang sudah
ditetapkan dalam RPJMN
2020—2024.

Pertama, RPJMN menarget-
kan pertumbuhan ekonomi
di kisaran 6,2%—6,5% pada
2024. Namun, capaian pada
2023 hanya sebesar 5,05%
sehingga Bappenas memper-
kirakan target pertumbuhan
ekonomi RPJMN 2020—2024
tidak tercapai.

Kedua, RPJMN menargetkan
pertumbuhan investasi di ki-
saran 6,6%—7% pada 2024,
tetapi capaian pada 2023 hanya
sebesar 4,4% sehingga Bap-
penas memperkirakan target
pertumbuhan ekonomi RPJMN
2020—2024 tidak tercapai.

Ketiga, RPJMN menargetkan
andil industri pengolahan di
sebesar 21 % pada 2024. Hanya
saja, capaian pada 2023 hanya
sebesar 18,67 % sehingga Bap-
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penas memperkirakan target
pertumbuhan ekonomi RPJMN
2020—2024 tidak tercapai.

Keempat, RPJMN menarget-
kan tingkat pengangguran ter-
buka di kisaran 3,6%—4,3%
pada 2024. Kendati demikian,
capaian pada 2023 hanya se-
besar 5,32% sehingga Bap-
penas memperkirakan target
pertumbuhan ekonomi RPJMN
2020—2024 tidak tercapai.

Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala
Bappenas Rachmat Pam-
budy menyatakan evaluasi
realisasi target-target RPJMN
2020—2024 akan menjadi
dasar penyusunan RPJMN
2025—2029.

Dia juga menggarisbawahi
bahwa akan ada perbedaan
mendasar dalam penyusunan
RPJMN 2025—2029 karena
Kkini jumlah kementerian/lem-
baga makin banyak. (surya D.A.

Simanjuntak)
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Tkut Makan Gizi Gratis, BUMDes
Dapat Tingkatkan Ekonomi Desa

JAKARTA, ID - Para (BUMDes) di Indonesia didorong
dapat terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis
(MBG). Hal itu mengingat keterlibatan BUMDes
dinilai dapat menciptakan putaran ekonomi di desa
sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Oleh Edo Rusyanto

Menurut Ivanovich Agusta,
peluang itu terbuka karena Badan
Gizi Nasional menetapkan pihak
yang dapat menjadi pemasok pan-
gan program yang diinisiasi oleh

oh 1

20 i di L

P

Benkulny: BUMDes juga harus
memiliki produk komoditas atau
jasa sesuai KBLI dan dimasukkan
ke Kzlalog Elektronik Lembaga

jadi peny bergizi
siap konsumsi.

la mengakui hampir semua
BUMDes yang ada di Kabupaten
Kudus memiliki usaha di bidang

pemerintahan Presiden Prab Kebijal d, Barang/Jasa kat, mulai dari
Subi itu adalah | idan P h (LKPP). )m pembuangan sampah rumah
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tangga, pembayaran pajak daerah,
“ltubisa digunakan untuk meng-  Kesiapan BUMDes hingga jasa lainnya yang bertujuan
gerakkan ekonomi rakyat jika lem- Sementara itu, Dinas Pember- memudahkan masyarakat.

baga yang ikut serta itu adalah
koperasi dan BUMDes, ini kan orang

dayaan Masyarakat dan Desa Ka-

bupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai

mempersiapkan Badan Usaha Milik

Desa (Bumdes) agar bisa menjadi

pemzsok bahan pangan bagl unit
Y yang meng,

hmgga malyalurlunnya

dapun peluang yang  olah dalam rangka hilirisasi produk-  desa,” kata Ivan.

bisa dimanfaatkan pmdukdaa.Dan.hn'mdhdmdesa Menuru( perkiraan, kata Ivan

oleh BUMDes, yakni  lah tempat untuk peny jutkan, setiap satu dapur yang

sebagai pemasok ba-  baku makan siang bcrg 2 menghasilkan makanan untuk pro-

han baku untuk mem- "BUMDes-BUMDes akantumbuh  gram Makan Bergizi Gratis itu, atau
buat mak bergizi, } dian b itu bisa meni taraf  yang disebut Satuan Pelay Gizi,

sebagai penyedia transportasi un-
tuk mendistribusikan makanan
lenebul ke sekolah- :ekohh mu
nyiapkan diri peny
bergm mp

D p d P
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yan-
dri Susanto, Menurut Kepala Badan
dan Informasi (BPI)
Desa, Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi, Kemendes PDT Ivanovich
Ag\na Kepala Dinas Pemberdayaan
kat Desa Kabup Kudus

hidup masyarakat, jadi bukan sek-
edar menjawab nasib makan siang
bergizi, tapi yang kita suap dan ma-
kan itu itu memang bahan baku itu
dari desa,” kata dia dilansir Antara.
Presiden Prabowo Subi kata

jumlah uang yang akan dibelanjakan
sekitar Rp35 juta hingga Rp40 juta
membelanjakan setiap hari. “Jadi
peluang yang sangat tinggi bagi
desa,” kata dia dikutip dari Antara.

Yandri, telah membuat program
makan siang bergizi bukan hanya

Ki des PDT pun akan men-
dorong BUMDes, terutama yang
memang bergerak di bldmg pe
masok

belum siap menjadi
mitra yang g memasok makanan siap
saji, setidaknya BUMDes di Kudus
bisa menjadi pemasok bahan baku
yang dibutuhkan oleh pihak cater-
ing,” kata Dwi Arfana di Kudus,
Selasa (12/11/2024).
Dari 119 desa yang sudah mem-

bentuk BUMDes, kata dia, sebanyak
114 desadi sudah berbadan

Famny Dwi Arfana yang dihimpung
Investor Daily, Selasa (12/11/2024).
“Tentu kita tidak mau desa jadi
penonton, tidak mau jadi penik-
mat makan siangnya saja untuk
anak sekolah ibu hamil atau anak
dalam tumbuh kembang. Kita mau
bahan baku itu dari desa, jadi puta-
ran ekonomi berada di desa melalui
BUMDes sehingga meningkatkan
taraf hidup ," kata Yandri.
Dia menjelaskan, desa mesti
menjadi tempat lumbung pangan
ketahanan pangan, ketahanan energi
swasembada air atau di desa tempat
banyak produk-produk yang bisa di-

untuk meningkatkan SDM generw pangan, untuk
emas tapi juga sekali kan p g tersebut.
perputaran ekonomi akan sangat Ivan menga!akan, Kemendes
bergerak sampai ke tingkat desa. PDT akan mendukung BUMDes agar
Oleh karena itu, Mendes Yandri puni menjadi p k an
seluruh kepala desauntuk  melalui sejumlah langkah, seperti
memetakan potensi daerah masing-  percepatan fasilitasi badan hukum

masing, tentang keterlibatan dalam
penyediaan makan sung bergizi
but baik ubag ko-

untuk BUMDes.
Diketahui, terdapat sejumlah
syarat yang harus dipenuhi oleh

hukum.sedan@an tiga desa proses

pengurusan badan hukum, dan dua

belummtngurusbadanhukumm
Kabid Pemb.

Karena program makan bergizi
gratis (MBG) merupakan program
pusat yang bakal berlangsung secara
terus menerus dan membutuhkan

yak penyedia jasa katering, maka
BUMDea di Kudus didorong untuk
mempersiapkan diri.

“Mereka harus bertindak cepat
untuk menggali potensi usaha yang
gram BMG berjalan mereka juga bisa
ikut bekerja sama sebagai pemasok
salah satu hahan baku yang dibutuh-
kan katering atau membuat usaha
katering,” ujarnya dilansir Antara.

Untuk membuat usaha kater-
ing yang memungkinkan menjadi
pemasok makanan bergizi, maka
BUMDes juga harus memenuhi

Dinas PMD Kudus uhkNgem Widi-
asuryani menambahkan, pengurus
BUMDes di Kabupaten Kudus sudah
dua kali mengikuti pertemuan via
zoom dengan Kementerian Desa

seperti me-
miliki NPWP mzupun nomor induk
berusaha (NIB).

Selain itu, memiliki lahan sebesar
400 meter persegi, luas bangunan
200 meter persegi, memiliki jenis

ditas pokok, i i pengolah BUMDes apabila hendak menjadi  terkait peluang mereka menjadi ruangan, alat-alat memasak yang
hingga hilirisasi. gan dalam prog k pangan ataupun pengelol kan Badan Gizi Nasional dan
“Semua bisa bergerak untuk Makan Bergm Gratis. ntuan 3} makan dapatkan Nomor Kontrol Vet-
menyuplai bahan baku makan siang Di antaranya adalah nama BUM-  bergizi gnlu (MBG). eriner (NKV)/sertifikat 1SO 22000/
bergizi, program itu besar seluh Des harus terdaftar secara resmi di Adapun peluang yang bisa di-  sertifikat halal/sertifikat HCCP.
ya, baru dimulai K des PDTT, memiliki badan manfaatkan oleh BUMDes, yakni Dokumen NKV merupakan ser-
dmgananggannkp?l triliun, nanti  hukum, NPWP, dan Nomor Induk  sebagai pemasok bahan baku un- tifikat yang menunjukkan bahwa
akan sampai ke angka hampir atau B ha (NIB) dari Perizi Beru- luk buat makanan bergizi, unit usaha produk hewan telah

lebih dari Rp300 triliun. Artinya
itu uang tiap hari untuk masak di
dapur, tentu kita tidak mau desa jadi
penonton,” ujarnya.

%

N

saha Terintegrasi S Elektronik
(Online Single Submission/OSS) yang
berkaitan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

an seb. yedia trans-
portasi untuk mendutnbunlun
makanan tersebut ke sekolah-
sekolah, serta menyiapkan diri
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persyaratan higiene
dan sanitasi. Sertifikat ini menjadi
jaminan keamanan produk hewan
yang akan dikonsumsi masyarakat.




